BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab 2 (dua) dan bab 3
(tiga), dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kajian menjelaskan bahwa inti dari pembuktian terbalik atau
pembalikan beban pembuktian adalah bersifat premium remidium
dimana satu-satunya cara yang dapat dipakai untuk penegakan hukum
adalah dengan penerapan hukum pidana. Mengingat bahwa tindak
pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yang membutuhkan
extra ordinary enforcoment atau diperlukannya penanggulan dari
aspek yuridis yang luar biasa dan extra ordinary measures atau
perangkat hukum yang luar biasa. Sehingga aspek penanganan dalam
tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai
tindak pidana lanjutan ialah dengan upaya pemenuhan beban
pembuktian terbalik yang dilakukan oleh penyidik dan juga oleh
penuntut umum. Mengingat bahwa Tindak pidana korupsi sangat sulit
dalam proses pembuktian dan pemberantasan jika tanpa di iringi
dengan adanya rasa tanggung jawab dari pelaku agar dapat terlaksana
dengan baik ketika proses pembuktian dijalankan.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 37 Undang - Undang Tindak
Pidana Korupsi dimana butuh adanya pembuktian yang lebih luas lagi
agar hakim dapat melihat apakah benar adanya suatu kesalahan

terhadap seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana



korupsi. Selain itu juga telah diterapkan adanya asas praduga tak
bersalah agar seseorang yang didakwa menjadi pelaku dapat diproses
dengan baik dalam sidang pengadilan dan tidak melanggar hak orang
tersebut yang telah diduga menjadi pelaku. Pasal 37 Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi ini yang menjadikan tindak pidana korupsi
menjadi tindak pidana khusus karena aturan hukum yang juga
merupakan aturan khusus dan tidak ada dalam KUHAP.

. Tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari
tindak pidana korupsi maka penerapan dari pembuktian terbalik atau
beban pembalikan pembuktian ini diperlukan karena pada masa yang
akan datang dapat memudahkan pembuktian dalam tindak pidana
korupsi. Pembalikan beban pembuktian juga sangat berguna dalam
proses pembuktian pada kasus tindak pidana pencucian uang. Seluruh
pembuktian terbalik harus dilalui sesuai dengan peraturan yang ada,
baik dari jaksa penuntut umum dan dari pihak terdakwa atau
penasehat hukum. Pembuktian yang ada dalam tindak pidana
pencucian uang bertujuan agar asal dari harta kekayaan yang dimiliki
oleh pelaku.

Pentingnya dilakukan pembuktian terbalik atau beban pembalikan
pembuktian agar dapat melihat dari mana saja harta yang didapat,
apakah benar pelaku telah melakukan adanya suatu tindak pidana
korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya itu, pada
proses pembuktian terbalik juga dapat menyelamatkan harta pelaku

tindak pidana dari penyitaan terkait dengan perbuatan yang diajukan,



B. Saran

jadi tidak semua harta disita atau dikembalikan ke negara jika benar
harta tersebut tidak berasal dari tindak pidana korupsi atau tindak

pidana pencucian uang.

Berdasarkan pada kajian pembahasan dan kesimpulan, maka penulis

menyampaikan saran pada penulisan kajian ini, yaitu:

1.

Proses persidangan pada saat pembuktian harus benar-benar
dilakukan dengan sebaik mungkin dan terdakwa harus memberikan
keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak ada yang ditutupi dari
majelis hakim.

Jaksa penuntut umum harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat
ketika ingin melakukan dakwaan kepada seseorang yang diduga telah
melakukan perbuatan Tindak pidana korupsi dan Tindak Pencucian
Uang agar pada saat dilakukan pembuktian terbalik atau pembalikan
beban pembuktian yang dilakukan terdakwa telah benar adanya tindak
pidana tersebut.

Hakim harus jeli dan teliti pada saat terdakwa atau penasehat hukum
melakukan adaya proses pembuktian terbalik dalam persidangan, dan
benar-benar dilakukan adanya penanganan. Sehingga ketika hakim
memutuskan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa dan hukuman terseebut dapat membuat
terdakwa menjadi jerah. Tidak hanya terdakwa saja, akan tetapi juga
dapat membuat seluruh masyarakat negara Indonesia juga menjadi

takut untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.
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